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BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR ,21 T A H U N  2020

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANG AN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

menirnbang :  a .  b a h w a  berdasarkan ketentuan Peraturan Menter i  D a l a m
Negeri Republik Indonesia Nomor 5  Ta h u n  2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat D a e r a h  Prov ins i  D a n
Daerah K a b u p a t e n  / Kota Y a n g  Me laksanakan  F u n g s i
Penunjang P e n y e l e n g g a r a a n  U r u s a n  P e m e r i n t a h  an,
maka tugas pokok, f u n g s i ,  u ra ian  tugas d a n  t a t a  ke r j a
Badan Perencanaan  Pembangunan,  P e n e l i t i a n  d a n
Pengembangan Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud
dalam huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan
Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

Mengingat 1 .  Undang-Undang N o m o r  2 9  T a h u n  1 9 5 9  t e n t a n g
Pembentukan Daerah Tingkat  I I  d i  Sulawesi (Lembaran
Negara R e p u b l i k  Indones ia  Ta h u n  1 9 5 8  N o m o r  7 4 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  N o m o r  2 4 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Ta h u n  2 0 1 5
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 4  t e n t a n g  Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara R e p u b l i k  Indones ia  Ta h u n  2 0 1 5  N o m o r  5 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r
5679);3. Peraturan Pemerintah Nomor  1 8  Ta h u n  2 0 1 6  ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  N o m o r  11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Dipindai dengan CamScanner



menetaPkan

i

4. Peraturan Menteri Dal
Tahun 2 0 1 7  a r n  Negeri Republik Indonesia Nomor 5am

Pedoman Nomenklatur PerangkatDaerahanak Provinsi D a n  D a e r a h  Kabupaten/Kota Ya n g
M e l a k s a n  Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan

5. PeraturanPemerintahan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 197);
Daerah N o m o r  1 3  Ta h u n  2 0 1 6  ten tang

Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lemabaran Daerah  Kabupaten Poso Nomor 7111);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI  TENTANG TUGAS P  URAIAN TUGAS, DAN TATA OKOK, FUNGSI, KERJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Badan Daerah  adalah Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.
3. Kepala B a d a n  a d a l a h  K e p a l a  B a d a n  Perencanaan

Pembangunan, Pene l i t i an  d a n  Pengembangan D a e r a h
Kabupaten Poso.

4. Sekretariat a d a l a h  Sekretariat pada  Badan Perencanaan
Pembangunan, Pene l i t i an  d a n  Pengembangan D a e r a h
Kabupaten Poso.

5. B i d a n g  ada lah  Bidang d i  lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan, Pene l i t i an  d a n  Pengembangan D a e r a h
Kabupaten Poso.

6. S u b  b a g i a n  a d a l a h  Subbagian d i  l ingkungan B a d a n
Perencanaan Pembangunan, Penelitian d a n  Pengembangan
Daerah Kabupaten Poso.

7. S u b  b i d a n g  ada lah  S u b  b idang d i  lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian d a n  Pengembangan
Daerah Kabupaten Poso.

8. Ke lompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang

rse su ai d e n g a n  kea hliannya d a l a mkelancaran tugas dan fungsi Badan Daerah.angka mendukung
9. U n i t  Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB

adalah o rgan isas i  y a n g  melaksanakan kegiatan tekn is
operasional d a n / a t a u  kegiatan tekn is  penunjang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

1O. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yangdaerah Kabupaten Poso.
menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negaxa dan  penyelenggara Pemerintahani memberdayakan, dan

melindungi, melayarl.,
Daerah u n t u k arakat.
menyejahterakan m a n y

Dipindai dengan CamScanner



11. Tugas Pembantu a d a l a h  Pen ugasan Bari Pemerintah Pusat
kepada D a e r a h  u n t u k  melaksanakan sebagian U r u s a n

Yang menjadi kewenangan Pemer in tah  Pusat
Pemerintahan

daniatau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah un tuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah Provinsi.

12. Pemerintah Daerah adalah B
Pemerintahan Daerah u p a t i  sebagai unsur penyelenggara

yang memimpin pelaksanaan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DewanPerwakilan a d a l a h

Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.15. Bupati adalah Bupati Poso.
16. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN URAIAN TUGAS BADAN

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2
(1) Badan

Perencanaan Pembangunan ,  P e n e l i t i a n  d a n
Pengembangan Daerah dipimpin b poei ehseorang kepala badan.

(2) Kepala B a d a n  Perencanaan Pembangunan,
nan, Penelitian d a na n  Pengembgan Daerah mempunyai t u p o k o k  membantu

Bupati  da lam penyelenggaraan urusangpetnennt ah an sebagai
fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan
pembangunan, serta Penelitian dan Pengembangan daerah yang
menjadi kewenangan daerah  kabupaten sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan d a n  perumusan kebijakan teknis d i  bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah;

b. pelaksanaan pengka j ian  d a n  penyusunan perencanaan
pembangunan daerah;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangandaerah
dand. penyelenggaraan ke r j a  sama pelaksanaanpenelitian

pengembangan daerah; perencanaan
e. pelaksanaan a d m i n i s t r a s i  d i b i d a n gpembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
f. pengoordinasian pelaksanaan t u g a s  perangkat daerahdandibidang pe rencanaan  pembangunan, penel i t ian

pengembangan daerah;g. koord inas i  d a n  s ink ron isas i  penyelenggaraan u r u s a n
pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan

Pemerintah Pusat,  Pemerintah Provinsi
daerah d e n g a n
dan/atau instansi terkait lainnasi daerah;

y a .  fasilitasi dan pelaksanai  i n o vh. a n
pelaksanaan administrasi Badan;
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pemantauan, evaluasi  d a n  pelaporan a t a s  pelaksanaan
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangandaerah;mbin

k, pe aan teknis pe
Perencanaanp g yelenggaraan pemerintahan Daerah d ibidangene

Pembangunan, Pene l i t i an  d a nmb a n gan daerah;n d

yang berkaitan dengan a n
1. pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai

(4) Untuk menyelenggaraka:ttogas
dimaksud pada
Pembangunan, Penelit iaan ayat (3), Kepala Badan Perencanaan

pokok dan fungsi sebagaimana
ayat (2) d

mempunyai uraian tugas: n  d a n  Pengembangan D a e r a h

a. merumuskan p r o g r a m  k e r j a  d i  l i ngkungan  B a d a n
berdasarkan Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

c. membina  bawahan d i  l ingkungan Badan dengan ca ra
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan d i  lingkungan
Badan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan
dan h a m b a t a n  s e r t a  ketentuan y a n g  ber laku u n t u k
ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan
teknis d i  bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan d a e r a h  s e s u a i  pera tu ran  perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kebijakan
yang efektif, efesien dan akuntabel;

f. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka pembangunan daerah yang lebih baik
serta m e n j a m i n  keterkai tan d a n  konsistensi a n t a r a
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

g. menyelenggarakan penelitian dan  pengembangan daerah
berlaku d a l a m  r a n g k asesuai k e t e n t u a n  y a n g

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

yang lebih baik;h. menyelenggarakan kerja sama atas pelaksanaan penelitian
dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
un tuk  men ingka tkan  kesejahteraan masyarakat d a n
percepatan pelayanan publik.elaksanaan administrasi d i  b idang

i, menyelenggarakan p
pengembangan

perencanaan pembangunan, penelitian dan
daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam

perangj. r a n g k a  pencapaian visi misi pemerintah daerah; kat daerah

dibidang .
pengembangan.

perencanaan pelaksanaan tugaspembangunan, p edan n e l i t i a n  d a nberlaku dalam' mengoordinpaesikan
rangka  d a e r a h  sesuaiinparsoisedur yang

k. menyelengg n  uruhsaa: '  pelaksanaan tugas;

1 nagaraa

sinergitas dan opneisasi .  s i n k r o n i s a s i

perencanaaiA .ntah provins n n

arakan Yofig daerahe dibidang

p e n y e i e  Opco ,  p e n i b a n g t i  r i 4adnan  1 a ta l - 1

k 0 O r d

kete P e m e r i n t a h

Pusat, Perneridur d a p  I T : :  n t a h an
sesuai P r ° s e  d a e r a h

insdteanngsanbiterkait lainnya
rlaku u n t u k
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menciptakan integrasi,  sinkronisasipelaksanaan pembangunan daerah; d a n  sinergitas
menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yangbaik; l e b i h

m. menyelenggarakan administrasi Badan sesuai peraturan
yang berlaku da lam rangka tert ibkelancaran pelaksanaan tugas; a d m i n i s t r a s i  d a n

n. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah d i  bidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai prosedur dan
ketentuan y a n g  berlaku sebagai b a h a n  perumusan
pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan dalam
penyusunan kebijakan daerah yang akan datang;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan d i  lingkungan
Badan dengan c a r a  membandingkan rencana dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Badan
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 3

(1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan.

(2) Sekretaris B a d a n  mempunyai  t u g a s  melaksanakan,
mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administrastratif
yang meliputi penyusunan program, penatausahaan keuangan
dan BMD, serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan

penganggaran di lingkungan Badan;
b. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan

administrasi keuangan, BMD, umum dan kepegawaian serta
rumah tangga di lingkungan Badan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta
evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;

d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,
serta kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;

e. penyelenggaraan verifikasi keuangan, perbendaharaan,
urusan akuntansi, serta pelaporan keuangan di lingkungan
Badan;f. pelaksanaan penyusunan kerangka regulasi d a l a m
perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;pengadaan

g. pelaksanaan pengelolaan BMD serta layanan
barang/jasa di lingkungan Badan;

ASININNIA
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h. Badpenyelenggaraan h u b u n g a n
masyaralcat d i  L ingkungani. a n ;

pengoordina.sian
anggaran di lingkunp enyusunan p r o g r a m ,  k e g i a t a n  d a n

j. pengoordinasian ke 1peg1 gan Badan;
a d i  lingkungan Badan;

dan RKPD);
k. pengoordinasian atan ksana

koordinasi, an m usrenbang (RPJPD, RPJMD1. pelaksanaan
pelaksanaan Refo e v a l u a s i  s e r t a  p e l a p o r a n

m. pelaksanaan koogrdanirmasi Birokrasi di Lingkungan Badan;
hukum dilingkun nbasaidadna;n fasilitasi penyusunan produk

n. pelaksanaan koordinasi clan fasilitasi penyusunan lkinerja Badan; a p o r a n

o. pembinaan d a n  penataan  lingkungan Badan; a n  o r g a n i s a s i  dan testa laksa di
p. pelaksanaan f ungs i  l a i n

gasnya.
dimaksud

berkaitan dengan y a n g  diberikan p impinan y a n g

ggaraktuan tugas pokok d a n (  t a r i, fungsisebagaimanasekresBadanB
mempunyai uraian tugas: a y a t  3 )
a. menyusun r e n c a n a

b e r d a s a r k  o p e r a s i o n a l  d i  l ingkungan B a d a n
an progrpaemkerja Sekretariat Badan serta petunjuk don

pimpinan sebagai p e l a k s a n a a n  tugas;
b. mendistr ibusikan tugas8kepada bawahan d i  l ingkungan

Sekretariat Badan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalanefektif dan efisien;

c. member i  pe tun juk  pelaksanaan tugas kepada bawahan d i
lingkungan Sekretariat Badan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaantugas;

d. menyelia pe laksanaan t u g a s  bawahan d i  l ingkungan
Sekretariat B a d a n  secara berkala sesuai prosedur d a n
ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

e. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyusunan
perencanaan dan penganggaran dilingkungan Badan sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka perumusan kebijakan
yang valid dan akuntabel;

f. melaksanakan p e n y i a p a n  b a h a n  pemb inaan  t e k n i s
operasional pelayanan administrasi keuangan, BMD, umum
dan kepegawaian serta rumah tangga di lingkungan badan
sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan yang lebih efektif, efesien dan akuntabel;

g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta
evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
tertib adminitrasi kepegawaian dan bahan pimpinan dalam
pelaksanaan pembinaan ASN dilingkungan badan;

h. melaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah  tangga,
serta kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan sesuai
prosedur d a n  ke ten tuan  y a n g  ber laku  u n t u k  t e r t i b
administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan
Badan;i. k e r a n g k a  regu las i  d a l a mmelaksanakan p e n y i a p a n

gunan daerah pada Badan Perencanaanperencanaan pemban
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r
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai
peraturan perundan
pedoman pelaksanaanundangan yang berlaku seb

j. melaksanakan p e n n  tugas dan fungsi Badan;
perbendaharaan, u  yei  enggaraan v e r i f i k a s i  k e u a n g a n ,
keuangan di t  u s a n  a k u n t a n s i ,  s e r t a  pe laporan
undangan
keuangan yang ak

yang u  lingkunganberlaku

el;
aku d a l a m  rangka  penatausahaan

Badan sesuai peraturan perundang-

k. melaksanakan pengelolaan B M D  dan  layanan pengadaan

peraturan y a n g  b e r l a k u Badan sesuai ketentuan d a n
pelaksanaan dalam r a n g k a  m e n  unjangtugas serta m e w u j u d k a n  akun tab i l i t as
pengelolaan BMD di lingkungan Badan;

1. melaksanaan penyelenggaraan hubungan masyarakat atau
public relat ion d i  lingkungan Badan sesuai prosedur dan
ketentuan yangkomunikasi  berlaku d a l a m rangka pelaksanaan

dan
b

penyebarluasan i n f o r m a s i  k e p a d a
masyarakat atau b a g aer i  pihak terkait;

m. mengoordinasikan p e n
anggaran d i  l ingkungan penyusunan program, keg ia tan d a n

Badan sesua i  prosedur  d a nketentuan yang berlaku untuk sinkronisasi dan sinergitas
antara rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan d i  l ingkungan
badan sesua i  prosedur yang berlaku agar  pelaksanaan
kegiatan lebih efektif dan efesien;

o. mengoordinasikan pelaksanaan M usrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) sesuai prosedur  yang berlaku agar terlaksana
dengan baik dan efektif;

p. melaksanakan koo rd inas i ,  e v a l u a s i  t  ser a pe lapo ran
pelaksanaan Reformasi Birokrasi d i  Lingkungan Badan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
pencapaian good governance d i  Lingkungan Pemerintah
Daerah;

q. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk
hukum dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan
kinerja Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

s. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, serta
tata laksana d i  lingkungan B a a n  sesuai ketentuan yang
berlaku d a l a m  rangka  efektifid tas d a n  efesiensi da lam

n tugas dan fungsi Badan;pencapaian pelaksanaan
tt. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan d i  lingkungan

Sekretariat Badan  dengan ca ra  membandingkan antara
rencana operas ional  dengan  tugas-tugas y a n g  t e l a hlaporan kegiatan dan perbaikandilaksanakan sebagai bahan
kinerja di masa yang akan datang,elaksanaan tugas Sekretariat Badan

U. menyusun laporan psesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabied litas kinerja; dan diberikan oleh

v. melaksanakan tugas k i n a s a n  la in yang
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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r Paragraf I
Sub Bagian Program

Pasal 4

(1) Sub Raglan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(2) kcpala S u b  B a g i a n  P r o g r a m  m e m p u n y a i  t u g a s  p o k o k

melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan program dan
anggaran, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, serta
pelaporan kinerja Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, d a n

RKPD;
b. penyiapan b a h a n  penyusunan program d a n  anggaran d i

lingkungan badan;
c. penyiapan b a h a n  koordinasi  penyusunan rencana k e r j a

Badan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dan KAK;
d. penyusunan dokumen perencanan d a n  penganggaran d i

lingkungan Badan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA,
dan DPPA;

e. penyusunan bahan laporan SPIP,
f. peny iapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja

Badan yang meliput i  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), perjanjian Kinerja (PK), dan indikator kinerja Utama
(IKU);

g. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan d i
lingkungan Badan;

h. penyiapan d a n  penyusunan bahan  laporan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan;

i. peny iapan b a h a n  eva luas i  pelaksanaan p r o g r a m  d a n
anggaran dilingkungan Badan;

j. pe laporan  pelaksanaan program dan anggaran dilingkungan
Badan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  (2) d a n  ayat  (3), Kepala S u b  Bagian
Program mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub  Bagian Program berdasarkan

program k e r j a  Sekre ta r ia t  B a d a n  sebaga i  p e d o m a n
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab m a s i n g - m a s i n g  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada .Sub Bagian
Program sesua i  dengan tugas  d a n  tanggungjawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasi l  kerja bawahan pada SubkuBaagiaarntePrrhoigrndaarm
sesuai prosedur dan ketentuan y g  berla g
dari kesalahan;

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, danberlaku
RKPD) sesuai  prosedur danan ketentuan yang a g a r
p e l a k s a n a n y a  berjalan lebih balk dan efekdan anggaran d i

tif;

menyiapkan bahan penyusunan program1. lingkungan badan  sesuai  prosedur dan  ketentuan yang
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berlaku s e b a g a i  b a h a n  p i m p i n a n  d a l a m  perumusan
icebijakan;

g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja.
Badan yang meliputi Renstra, Renja, RICA, dan KAK sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku un tuk  efelctifitas dan
efisiensi penyusunan rencana kerja;

h. menyusun d o k u m e n  perencanan d a n  penganggaran d i
lingkungan Badan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA,
dan DPPA sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas Badan;

i. menyusun b a h a n  l a p o r a n  S P I P  sesua i  prosedur d a n
ketentuan yang  berlaku dalam rangka mewujudkan t a t a
pemerintahan yang baik,

j. menyiapkan b a h a n  koordinasi d a n  penyusunan laporan
kinerja B a d a n  y a n g  mel ipu t i  Laporan K iner ja  Ins tans i
Pemerintah (LKjIP), perjanjian Kinerja (PK), d a n  ind ikator
kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

k. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Badan  sesuai prosedur yang  ber laku u n t u k
kelancaran pelaksanaan tugas;

1. menyiapkan d a n  menyusun bahan laporan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi d i  Lingkungan
Badan;

m. menyiapkan b a h a n  evaluasi pelaksanaan program d a n
anggaran d i  l ingkungan Badan  sesuai  ketentuan y a n g
berlaku sebagai bahan  d a n  informasi p impinan d a l a m
pelaksanaan evaluasi tugas;

n. menyusun laporan pelaksanaan program d a n  anggaran
dilingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas apa yang direncanakan dan
dilaksanakan;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan p a d a  S u b  Bag ian
Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bagian Program
sesuai p rosedur  d a n  ketentuan y a n g  ber laku sebagai
akuntabilitas k i n e r j a  d a n  a c u a n  penyusunan rencana
kegiatan mendatang; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan la in  yang diberikan o leh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan,
kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan urusan
rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian di lingkungan badan.
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tugas dan bahan pimpinan dalam pelaksanaan Pembinaan
ASN dilingkungan badan;
melaksanakan u r u s a n  kepegawaian s e r t a  admin is t ras i
jabatan fungsional dil ingkungan badan sesuai ketentuan
yang berlaku dalam rangka tertib aministrasi kepegawaian;

j. melaksanakan u r u s a n  kehumasan d i  l ingkungan b a d a n
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
penyiapan bahan komunikasi dan penyebarluasan informasi
kepada masyarakat atau berbagai pihak terkait;

k. melakukan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, ser ta
administrasi persuratan dilingkungan badan sesuai prosedur
dan k e t e n t u a n  y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  t e r t i b
administrasi;

1. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan dilingkungan badan sesuai ketentuan yang
berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan
yang lebih efektif dan efesien;

m. melaksanakan urusan  ta ta  usaha pimpinan di l ingkungan
badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas pimpinan;

n. menyusun analisis jabatan, analis beban kerja, peta jabatan
di l ingkungan badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai u n t u k
optimalisasi pelaksanaan tugas;

o. menyusun daf tar  i nduk  kepegawaian dilingkungan badan
sesuai p e t u n j u k  pelaksanaan/petunjuk t e k n i s  u n t u k
tertibnya administrasi kepegawaian;

p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

q. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai  prosedur d a n  ketentuan y a n g
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan
rencana kegiatan mendatang; dan

r. melaksanakan tugas  kedinasan la in  yang diberikan o leh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

(1) Sub Bag ian  Keuangan d ip impin  o leh  seorang Kepala S u b
Bagian.

(2) Kepala S u b  B a g i a n  Keuangan mempunyai  t u g a s  p o k o k
melaksanakan p e n g e l o l a a n  k e u a n g a n ,  pena tausahaan ,
akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi
anggaran dan pembukuan keuangan, serta pengelolaan BMD di
lingkungan badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan d a n  penyusunan bahan pelaporan pengelolaan

keuangan dan BMD dilingkungan badan;
b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan BMD

dilingkungan badan;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMD dilingkungan

1
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t m e m  iapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan
MID ScSU li prosedur dark ketentuan vang berlaku un tuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pengelolaan keuangan d a n  B M D  d i
lingkungan badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam
rangka pelaksanaan togas  dan fungsi badan yang efektif,
efesien dan akuntabel;

h. melakukan penatausahaan, verifikasi anggaraan, akuntasi
dan pembukuan keuangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k 1
pengelolaan keuangan badan yang akuntabel dan  ter t ib
administraSi;

i. melakukan penviapan b a h a n  tanggapan a t a s  lapora
pemeriksaan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

i. melaksanakan urusan perbendaharaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
pelaksanaan anggaran  dilingkungan badan;

k. melakukan pengenda l ian  k e g i a t a n  d a n  a n g g a r a n
dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan pengelolaan keuangan lebih efektif,
efisien dan akuntabel;

1. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada  S u b  Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan b a s i l  kegiatan S u b  Bag ian
Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
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akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana
kegiatan mendatang; dan

n. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikanbaik lisan maupun tertulis. p i m p i n a n

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

(2) Kepala B i d a n g  Perencanaan, Pengendalian D a n  Evaluas i
Pembangunan Daerah mernpunyai tugas pokok merumuskan,
manganalisa, m e n y u s u n ,  m e n g o o r d i n a s i k a n  d a n
mengsinkronisasikan pe laksanaan k e b i j a k a n  d i  h i d a n g
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud pada

Daerah o l e h  seorang Kepala Bidang.

ayat ( 2 ) ,  Kepa la  B idang  Perencanaan, Pengendalian D a n
Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisa d a n  pengkajian perencanaan d a n

pendanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. pelaksanaan pengumpulan, analisis da ta  d a n  informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pengintegrasian d a n  h a r m o n i s a s i  p r o g r a m -program

pembangunan daerah;
e. pelaksanaan p e r u m u s a n  k e b i j a k a n  p e n y u s u n a n

perencanaan, pengendal ian,  eva luas i  d a n  i n f o r m a s i
pembangunan daerah;

f. pengoordinasian d a n  sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran daerah;

g. pelaksanaan evaluasi  terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan d a e r a h ,  d a n  pe laksanaan  r e n c a n a
pembangunan daerah, serta hasil  rencana pembangunan
daerah;

h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan
agar p rog ram  d a n  kegiatan sesuai  dengan kebi jakan
pembangunan daerah;

i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah
berdasarkan d a t a  u n t u k  mengetahui  perkembangan
pembangunan; pengamanan data informasi pembangunanj. penyaj ian d a n
daerah;

k. pelaksanan pengamanan data melalui bahan c e t a k  d a n
elektronik sebagai bahan dokumentasi;

1. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah; pelaporan program dan kegiatan

m. pelaksanaan evaluasi dan
pembangunan daerah;n. pengelolaan basi l  analisis dan evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

laan poran  pelaksanaan program
o. penyusunan hasil evaluasi d

pembangunan daerah;dan
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p. pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh pimpinan y
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaim
dimaksud p a d a  a y a t  ( 2 )  d a n  a y a t  ( 3 ) ,
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanKePaia B ngDaerahida
mempunyai uraian tugas:
a. menyusun r e n c a n a  operasional  d i  l i n g k u n g a n  B a d a n

berdasarkan p r o g r a m  k e r j a  B i d a n g  P e r e n c a n a a n
Pengendalian D a n  Evaluas i  Pembangunan Daerah
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistr ibusikan t u g a s  kepada bawahan d i  l i n g k u n
Bidang P e r e n c a n a a n ,  P e n g e n d a l i a n  D a n  E v a l u a s i
Pembangunan Dae rah  sesua i  dengan t u g a s  p o k o k  d a n
tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dibenkan
dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi  pe tun juk  pelaksanaan tugas kepada bawahan d i
lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku a g a r  t i dak  ter jadi  kesalahan da lam pelaksanaan
tugas;

d. menvelia pelaksanaan tugas bawahan di  lingkungan Bidang
Perencanaan, Pengendalian D a n  Evaluas i  Pembangunan
Daerah secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk  mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melaksanakan analisa d a n  pengkajian perencanaan, serta
pendanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan y a n g
berlaku sebagai  b a h a n  d a n  informasi  p imp inan  d a l a m
perumusan kebijakan yang tepat sasaran;

f. melaksanakan anal isa dan pengkajian kewilayahan sesuai
ketentuan y a n g  ber laku  sebagai b a h a n  d a n  in fo rmas i
pimpinan dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran;

g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi
pembangunan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,
dalam rangka identifikasi data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah yang tepat sasaran:

h. melaksanakan pengintegrasian d a n  harmonisasi program- ,
program pembangunan daerah sesuai prosedur yang berlaku
untuk m e n j a m i n  ke terka i tan  d a n  kons is tens i  a n t a r a
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penpegnavu'

assanun an;i. melaksanakan p e r u m u s a n  k e b i j a k a n  perencanaan, pengendalian, evaluasi dan i n f o r m a s i
pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kebijakan;

j. mengoordinasikan d a n  mengsinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran d i  daerah sesuai
prosedur d a n  ke ten tuan  agar  an ta ra  perencanaan d a n
penganggaran ter in tegrasi  s e c a r a  o p t i m a l  d a n  w u j u d
pelaksanaan komitrnen yang  ditetapkan dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah;

k.  melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan d a e r a h ,  d a n  p e l a k s a n a a n  r e n c a n a
pembangunan daerah, ser ta hasi l  rencana pembangunan
daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
informasi d a n  b a h a n  pert imbangan p imp inan  d a l a m
perumusan kebijakan dimasa yang akan datang;
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1. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan
agar program d a n  kegiatan sesuai  dengan kebi jakan
pembangunan daerah;

m. melaksanakan ident i f ikasi  permasalahan pembangunan
daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan
pembangunan daerah;

n. melaksanakan penyajian dan pengamanan data informasi
pembangunan daerah melalui bahan cetak  d a n  elektronik
sebagai b a h a n  dokumentasi d a n  keamanan d a t a  d a n
informasi;

o. menyusun d a n  melaksanakan evaluasi ser ta  pelaporan
program d a n  keg ia tan  pembangunan d a e r a h  s e s u a i
ketentuan y a n g  ber laku sebagai bahan informasi c lan
pertimbangan p i m p i n a n  d a l a m  perumusan keb i jakan
perencanaan pembangunan daerah;

p. melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan evaluasi sesuai
prosedur d a n  ketentuan yang berlaku u n t u k  penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

q. melaksanakan penyusunan has i l  evaluasi d a n  laporan
pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan d i  lingkungan
Bidang Perencanaan,  Pengendal ian D a n  E v a l u a s i
Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas y a n g  t e l a h
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan,
Pengendalian Dan  Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan balk
lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan

Pasal 8

(1) Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengkajian, analisis, perumusan,
sinkronisasi perencanaan d a n  pengembangan pendanaan
pembangunan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub  Bidang Perencanaan Dan Pendanaan
menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi

makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi)
melalui pendekatan holistik integratif;

b. pen goordinasian d a n  s i n k r o n i s a s i  p e l a k s a n a a n
pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan
dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

' A n
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r c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk
juga kebijakan keuangan daerah;

d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan

dan konektivitas daerah;
f. pengoordinasian d a n  s i n k r o n i s a s i san

pengembangan model  kewilayahan d a n  konektivitasPeisertaakaan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik
integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;

g. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayaha
dalam penentuan lokasi prioritas daerah;

h. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
i. penyusunan k e r a n g k a  regu las i  d a l a m

pembangunan daerah;dan p e r e n c a n a a n
j, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud p a d a  aya t  (2) d a n  aya t  (3), Kepala S u b  Bidang
Perencanaan Dan Pendanaan mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan kegiatan S u b  B idang  Perencanaan D a n

Pendanaan berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan,
Pengendalian Dan  Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  mas ing-mas ing  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Perencanaan D a n  Pendanaan sesuai dengan tugas  d a n
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

d. memeriksa h a s i l  k e r j a  bawahan p a d a  S u b  B i d a n g
Perencanaan Dan Pendanaan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka
ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator
ekonomi) m e l a l u i  pendekatan hol is t ik  integrati f  sebagai
pedoman pelaksanaan perencanaan;

f. me lakukan  koo rd i nas i  d a n  s inkronisas i  pelaksanaan
pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan
dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terintegrasi
secara optimal;

g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan
dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah,
termasuk juga kebijakan keuangan daerah sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar terintegrasi secara optimal;

h. melaksakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah
sesuai ketentuan yang  berlaku u n t u k  sinkronisasi dan
harmonisasi penyusunan rencana kerja perangkat daerah:

i. me lakukan  pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan
kewilayahan dan konektivitas daerah sesuai peraturan yang
berlaku agar tersusun rumusan perencanaan pembangunan

daerahj. melaksanakan koordinasi d a n  sinkronisasi pelaksanaan yang valid dan akuntabel;
pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta
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kebijakan Pe l'encanaan prialhalgunan darrith sec
integratif unt uk k e w  a n t  ludislik

k. melakukan i l a y a h a n  dan konektivitaN;
sinkronisasi kebijakan sektoral dart kewilayaltansesuai p a n  rosedur c l a nsesuai

' < v i e w  m a t  y a l l p ,  b e r l f i l i t l  H i l t  i r k
1, m e n  j u d k  p e r e n c a n a  y a n g  sinergi clan teriniegramtyUsun m i

keranglot r e g u l a s i  d a l l t n ipembangunan daerah sesuai
pedoman pelaksanaan perencrmann;p e r t i t  ll l u l l  p e r e n r i t t i l i t i l l

yang berlaku sebugiti
m. melakukan pengkaj ian

RTRW daerah p,  engoordi i tasian I  !ill I perulfiliNtal sesuai
rumusan perencanaan penihangunan (lipet-Iowan yang berlalcu agar tertitlatill
akuntabel; I r r a h  yang valid dim

n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub I tidang
dan Pendanaan dengan cara membandingkan antara rencanaoperasional 1  P e r e l i c a n n a n

clef t u g a s - t u g a s  yang telah ch inks(
sebagai bahan laporan kegiatan dan perhaikan kinerja ( I imasa yang akan datang; t n a k a n

o. melaporkan pe laksanaan b a s i l  keg ia tan  S u b  B i d a n g
Perencanaan Dan Pendanaan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan menclatang; clan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baiklisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bidang Data Dan lnformasi

Pasal 9

(1) Sub Bidang Data Dan Informasi dipimpin oleh seorang KepalaSub Bidang.
(2) Kepala Sub Bidang Data Dan lnformasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan data serta
pelaporan has i l  rencana pembangunan daerah dan  capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 ) ,  K e p a l a  S u b  B i d a n g  D a t a  D a n  I n fo rmas i
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyajian d a n  pengamanan da ta  informasi

pembangunan daerah;
b. pelaksanaan pengumpulan d a t a  pembangunan claerah

melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
c. pelaksanaan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai

jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan
daerah;

d. pelaksanaan pengelolaan basil analisis atas basil evaluasi
untuk p e n y i a p a n  pe laporan  p r o g r a m  d a n  keg ia tan
pembangunan daerah;

e. penyusunan rencana kegiatan pengolahan da ta  s e s u a i
kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

f. pelaksanaan penyajian data  pembangunan daerah sesuai
kebutuhan sebagai bahan informasi;

g. pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah
melalui b a h a n  c e t a k  d a n  elektronik  sebagai b a h a n
dokumentasi;
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h. pengoordinasian pendataan d a n  pelaporan atas  capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Data
Dan Informasi mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Data Dan Informasi

berdasarkan p r o g r a m  k e r j a  B i d a n g  Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  masing-masing u n t u k  kelancaran
pelaksanaan tugas Sub Bidang Data Dan Informasi;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Data Dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Data Dan
Informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

e. melakukan penyajian d a n  pengamanan da ta  informasi
pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk
dokumentasi dan keamanan data dan informasi;

f. mengumpulkan data pembangunan daerah melalui survei
untuk mengetahui perkembangannya;

g. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai
bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

h. melakukan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi
sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyiapan pelaporan
program dan kegiatan pembangunan daer lahan ah;data s e s u a i

i. menyusun rencana kegiatan p e n g o
kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

j, menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan
sebagai bahan informasi;

k. melakukan pengamanan dan hasil pembasebagai bahanngunan daerah

melalui b a h a n  c e t a k   e l e k t r o n i k
dokumentasi;mengoordinasikan pendataan dan pelaporan sesuai prosedur

1. capaian pelaksanaan rencana
yang b e r l a k u  athas
pembangunan daera , kegiatan Sub Bidang Data Dan

m. mengevaluasi pelaksanaandengan cara m_ embandingkan antara rencana
Informasi a s tugas yang telah dilaksanakan
operasional dengan tug kegiatan dan perbaikan kinerja di
sebagai bahan lapor
a n  masa yang akan datanaga;nbasil kegiatan Sub Bidang Data

yang telah dilaksanakann. melaporkan pelaksan.
seDan Informasi sesuai akuntabilitas kinerja dan acuanagden, gan tugas

secara berkala
a s  lain yang penyusunansanakan d i b e r i k a n  oleh pimpinan balk

rencana kegiatangrnendatang; dan

o, melaklisan maupun teturtgulis.
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Perencanaan, Pengendal ian D a n  Eva luas i  Pembangunan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  m a s i n g - m a s i n g  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi  D a n
Pelaporan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Pengendalian, Evaluasi  D a n  Pelaporan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

d. memeriksa b a s i l  k e r j a  b a w a h a n  p a d a  S u b  B i d a n g
Pengendalian, Evaluasi  D a n  Pelaporan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan b a h a n  k e b i j a k a n  t e k n i s  s i s t e m  e v a l u a s i
pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

f. meny iapkan  b a h a n  pengembangan s is tem d a n  prosedu
evaluasi, pengendalian d a n  pelaporan kegiatan terhadap
pengendalian, perumusan kebi jakan p e r e n c a n a a n  d a n
evaluasi sesua i  ke tentuan y a n g  ber laku terhadap b a s i l
rencana pembangunan daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan
pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
daerah untuk mengetahui perkembangannya;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan,  s u p e r v i s i
dan t indak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan
agar p r o g r a m  d a n  keg ia tan  sesua i  dengan  keb i j akan
pembangunan daerah;

i. me lakukan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan
yang berlaku d i  bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian
dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

j. me lakukan  evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan
secara bu lanan,  t r iwulan,  semester, d a n  tahunan  u n t u k
menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah
selanjutnya;

k. mengumpulkan da ta  has i l  evaluasi pembangunan daerah
sesuai p r o g r a m  /kegiatan s e b a g a i  b a h a n  p e n y u s u n a n
pelaporan;

1. m e n y u s u n  laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
pembangunan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penilaian;

m. melaksanakan t indaklan jut  laporan has i l  evaluasi secara
berjenjang sebagai bahan  penyusunan program lan ju tan
tingkat kabupaten;

n. menyusun hasi l  evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai
bahan pertanggungjawaban;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah
secara periodik sebagai bahan evaluas.i;

p. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Pengendalian, E v a l u a s i  D a n  Pe lapo ran  dengan ca ra
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas y a n g  te lah  d i l a k s a n a k a n  sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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r.

melaporlcan pe laksanaan h a s i l  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabihtas
kineta dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang;
dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

(1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala B idang  Pemerintahan D a n  Pembangunan M a n u s i a
mempunyai t u g a s  p o k o k  melaksanakan pengoordinasian
penyusunan d o k u m e n  perencanaan pembangunan d a e r a h
(RPJPD, RPJMD,  RKPD,  RENSTRA, d a n  RENJA)  b i d a n g
pemerintahan dan pembangunan manusia.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2 ) ,  Kepala  B idang  Pemerintahan D a n  Pembangunan
Manusia menvelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian p e n y u s u n a n  d o k u m e n  p e r e n c a n a a n

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);
d pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD;
f. pengoordinasian s inerg i tas  d a n  harmonisas i  k e g i a t a n

perangkat daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas d a n  harmonisasi

kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan p u s a t

untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian p e l a k s a n a a n

kerjasama antar daerah;
j. pengoordinasian pembinaan tekn is  perencanaan kepada

perangkat daerah;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
(4) Untuk menvelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud p a d a  a y a t  ( 2 )  d a n  a y a t  ( 3 ) ,  Kepa la  B i d a n g
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia mempunyai uraian
tugas:
a. menyusun rencana  operasional d i  l ingkungan B a d a n

berdasarkan program k e r j a  B idang Pemerintahan D a n
Pembangunan Manusia serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas  kepada bawahan d i  l ingkungan
Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia sesuai

kesepakatan b e r s a m a
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dolg4111 tugas pokok dan tanggtingiawab sank ditetapkan agat
t ups yang dib'r ikan dapat berialan efektif dan efisien,

laigkungan i l i d a n s  l ' emer in ta l i an  D a n  P e m b a n g u n a n" I° "Nal l  P e t t i l " k  Pvlaksaniian tugas kepada bawahan d i
SCSUat prosedur dan ketentuan yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas:
d menyelia pelaksanaan tugas hawahan d i  l ingkungan Bidang

Prinerintahan D a n  Pembangunan Manus ia  secara berka la
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk  rnencapai
taro t  kinerja yang, diharapkan;

e mengoordinasikan p e n y u s u n a n  d o k u m e n P
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD d a n  RK(PrDeir sesuai
prosedur d a n  ke ten tuan  y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a
sinkronisasi d a n  harmonisas i  penyusunanpembangunan daerah: p e r e n c a n a a n

t. mengoml inasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Keija Perangkat Daerah sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku dalani rangka sinkronisasi dan
harmonisasi p e n y u s u n a n  p e r e n c a n a a n  p e m b a n g u n a n
daerah:

g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) sesuai prosedur dan  ketentuan yang  ber laku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJN1D d a n  RKPD sesuai  p rosedur  d a n
ketentuan y a n g  b e r l a k u  sebaga i  b e n t u k  pe laksanaan
kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang ber laku
sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah
Daerah dan DPRD:

j. mengoordinasikan s inergi tas d a n  harmonisas i  k e g i a t a n
perangkat daerah sesuai  prosedur y a n g  be r laku  d a l a m
rangka pencapaian hasil kegiatan yang akuntabel;

k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga d i  proyinsi dan  kabupaten
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
pencapaian target pembangunan nasional;

1. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan p u s a t
untuk prioritas nasional;

m. mengoordinasikan pe laksanaan  kesepaka tan  b e r s a m a
kerjasama a n t a r  daerah sesuai ketentuan y a n g  ber laku
dalam r a n g k a  mewujudkan proses pembangunan y a n g
berkelanjutan;

n. mengoordinasikan pembinaan teknis  perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai  prosedur d a n  ketentuan y a n g
berlaku dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang efektif
dan efisien;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan d i  l ingkungan
Bidang Pemerintahan Dan  Pembangunan Manusia dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. menvusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia Daerah sesuai dengan tugas

_111111,_
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yang te lah di laksanakan secara berkala sebagai ben tuk
akuntabilitas kinerja; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan

Dan Pembangunan Manusia 1

Pasal 12

(I) Sub B idang  Pemerintahan D a n  Pembangunan Manus ia  1
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
mempunyai t u g a s  p o k o k  me laksanakan  a n a l i s a  d a n
penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di  bidang pemerintahan
dan pembangunan manusia 1.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan
Manusia 1 menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);
d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD;
e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah;
f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat un tuk
prioritas nasional;

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada  aya t  (2)  d a n  a y a t  (3), Kepala S u b  Bidang
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I mempunyai uraian
tugas:
a. merencanakan kegiatan S u b  B idang  Pemerintahan D a n

Pembangunan Manusia I berdasarkan program kerja Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

h membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  m a s i n g - m a s i n g  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan t u g a s  S u b  B i d a n g  Pemer intahan D a n
Pembangunan Manusia 1;
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h;tvvillum p;i(la Sul) Biding
Pemerintnhan M a n w j a  I  '41'SlI;11 dengan
t u g a s  d a n  ( 1 1 1 ) ( 1  i l ( w I  i i g ; t i
berjalan fel III) dm,

(1 memeriksa I I . I .  iI l « . 1O  hawahn i l  p ; i ( l a  S u l )  I t i ( I in)g
l'ernerintallan l)an M a n u s w  I sesuai plosedur
c l a n  k e t e n t i m i l  1 0 • 1 1 ; 1 1 0 1  ; 1 0 1  i e f i l i n d ; 1 1  d a l  I k r 4 ; 11 : 111 : 111 ,

rnenyuSLII1 FilI1( ;WNW III)L11111111 reneana p('rill){Irlgunar)
(RPJPD,RPJMI), (Ian RKI'D) we.suai ketentwin yang

berlaku s e b a g a i  b a l l a n  p e n y u s u n a n  p e r e n c a n a n
pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Stralegis Perangkat Daerah dan
Rencana K e i j a  l 'erangkat Daerah  sesuai  prosedur d a n
ketentuan y a n g  ber laku  d a l a m  r a n g k a  integrasi  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan,
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrcnhang (RPJPD, RPJMD
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan sinergi tas d a n  harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan D P R D
terkait A P B D  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan balk;

I. merencanakan s i n e r g i t a s  d a n  ha rmon i sas i  k e g i a t a n
perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama keijasama
antar daerah d i  bidang pembangunan sesuai prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Pemerintahan D a n  Pembangunan Manusia 1 dengan cara
memhandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang  te lah d i l a k s a n a k a n  sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
melaporkan pelaksanaan h a s i l  keg ia tan  S u b  B i d a n g
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 1 sesuai dengan
tugas y a n g  te lah  di laksanakan secara berkala sebagai
akuntabilitas k i ne r j a  d a n  a c u a n  penyusunan rencana
kegiatan mendatang; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleb pimpinan haik
lisan maupun tertulis.

el
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r t'aragi I,, )
Rub bidang pemenntaban

Dan pernbangunkin rnalaisia II

Pasa l I  :3

(1) Sub b i d a n g  pemer  'median ( I a n  pernhangunan manuska I I
dipunpin oleh smirking Kepala Sul) liagian

(2) Kepala Sub bidang pernerintahan dkin pernbangurian mull I I
mempunyai t u g a s  melaksanakan analata  d u n  penvusurian
rancangan dokumen pembangunan daerah (RRJPD. RPJMI),
RKPD, RENSTRA, d a n  RENJA) d i  balking pemerintahan dam
pembangunan manusia II. _

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pad
avat (2), Kepala Sub bidang pemerintahan dan pembangunan
manusia II menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen  rencana pemharigunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
C. perencanaan pelaksanaan Musrenhang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);
d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD;
e. penyusunan konsep pembinaan

perangkat daerah;
1. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat un tuk
prioritas nasional;

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungs i  l a i n  y a n g  diberikan p impinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada  aya t  (2)  d a n  aya t  (3),  Kepala S u b  bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia 11 mempunyai uraian
tugas:
a. merencanakan kegiatan S u b  B idang  Pemerintahan D a n

Pembangunan Manusia II berdasarkan program kerja Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  mas ing -mas ing  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan t u g a s  S u b  B i d a n g  Pemerintahan D a n
Pembangunan Manusia II;

c membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

teknis perencanaan kepada
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d. memeriksa h a s i l  k e r j a  b a w a h a n  p a d a  S u b  B i d a n g
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 11 sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e menyusun  r a n c a n g a n  d o k u m e n  r e n c a n a  pembangunan
daerah (RPJPD,RPJMD, dan  RKPD) sesuai ketentuan yang
berlaku s e b a g a i  p e d o m a n  p e n y u s u n a n  p e r e n c a n a n
pembangunan daerah;

f. me lakukan  analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana K e r j a  Perangkat  D a e r a h  s e s u a i  p rosedur  d a n
ketentuan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  in teg ras i  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan,
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pe laksanaan s inerg i tas  d a n  ha rmon isas i
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. m e n y u s u n  konsep pembinaan tekn is  perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai  ketentuan y a n g  ber laku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan;

j. me lakukan  kesepakatan dengan DPRD terka i t  penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan  ketentuan yang berlaku da lam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pe laksanaan  kesepakatan d e n g a n  D P R D
terkait A P B D  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan baik;

1. merencanakan s i n e r g i t a s  d a n  h a r m o n i s a s i  k e g i a t a n
perangkat dae rah  sesua i  p rosedur  y a n g  ber laku  sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat un tuk
prioritas nas iona l  sesua i  p rosedur  y a n g  ber laku  sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah d i  bidang pembangunan sesuai prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Pemerintahan D a n  Pembangunan Manus ia  11 dengan cara
membandingkan an ta ra  rencana operasional dengan tugas-
tugas y a n g  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  sebagai  b a h a n  laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p melaporkan p e l a k s a n a a n  h a s i l  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I I  sesuai dengan
tugas y a n g  t e l a h  d i l aksanakan  seca ra  b e r k a l a  sebagai
akuntabilitas k i n e r j a  d a n  a c u a n  p e n y u s u n a n  r e n c a n a
kegiatan dimasa mendatang; dan

i rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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Paragraf 3
Sub Bidang Pemerintahan

Dan Pembangunan Manusia III

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pemerintahan D a n  Pembangunan Manusia I I I
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
III mempunyai  t u g a s  p o k o k  melaksanakan ana l isa  d a n
penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang pemerintahan
dan pembangunan manusia 111.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan
Manusia 111 menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);
d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD;
e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah;
f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perang a
daerah;

i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat un tuk
prioritas nasional;

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat  (2) dan  ayat  (3), Kepala S u b  Bidang
Pemerintahan D a n  Pembangunan Manus ia  I I I  mempunyai
u rai an tugas:
a. merencanakan kegiatan S u b  Bidang Pemerintahan D a n

Pembangunan Manusia 111 berdasarkan program kerja Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  mas ing-mas ing  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan t u g a s  S u b  B i d a n g  Pemerintahan D a n
Pembangunan Manusia III;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
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d. memeriksa h a s i l  k e r j a  b a w a h a n  p a d a  S u b
Pemerintahan D a n  Pembangunan M a n u s i a  I I I  s e .
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dart
kesalahan;

e, menyusun rancangan d o k u m e n  r e n c a n a  pembangunan
daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang
berlaku s e b a g a i  p e d o m a n  p e n y u s u n a n  p e r e n c a n a n
pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Ke r j a  Perangkat Daerah  sesua i  prosedur  c lan
ketentuan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  in tegras i  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan,
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan s inerg i tas  d a n  harmon isas i
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis  perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai ketentuan yang ber laku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkai t  penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan d e n g a n  D P R D
terkait A P B D  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan baik;

1. merencanakan s i n e r g i t a s  d a n  h a r m o n i s a s i  k e g i a t a n
perangkat daerah sesuai prosedur yang  ber laku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional sesuai prosedur yang  ber laku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah d i  bidang pembangunan sesuai prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Pemerintahan Dan  Pembangunan Manusia I I I  dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang  te lah d i l a k s a n a k a n  sebagai bahan  laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

P. melaporkan pe laksanaan h a s i l  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III sesuai dengan
tugas y a n g  t e l a h  di laksanakan secara berka la  sebagai
akuntabilitas k i n e r j a  d a n  a c u a n  penyusunan rencana
kegiatan dimasa mendatang; dan

q melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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(11

Raglan ke)ima
Bidang Infrastruki ui thin a ' r . a n

Pasal 1

Bidang Infrastruktur dan Kr‘4. Oa% ahiin (11pIrnpin
Kepala Bidang

(2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewila‘kihail mem
pokok melaksanakan pengoordinasian pemusunan (1,,k1A
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD. RRiM; )
RENSTRA dan RENJA) di Bidang infrastruktur dan
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
avat ( 2 ) ,  Kepa la  B i d a n g  Inf rast ruktur  d a n  K
menyelenggarakan fungsi.
a. pengoordinasian p e n y u s u n a n  d o k u m e n

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKP
b pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
c pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD

dan RKPD);
d pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan D P

terkait RPJPD, RPJPD dan RKPD:
e pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD:
f. pengoordinasian s inerg i tas  d a n  harmonisasi  keg ia tan

perangkat daerah;
g pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan  h a r m

kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten:
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan p u s a t

untuk prioritas nasional;
i pengoordinasian pe laksanaan  kesepaka tan  b e r

kerjasama antar daerah;
j pengoordinasian pembinaan tekrns perencanaan k e

perangkat daerah; dan
k pelaksanaan fungsi a r i g  diberikan oleh pimpinan

berkaitan dengan tugasnya.
(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seb

dimaksud p a d a  a y a t  ( 2 )  d a n  a N  at (3 ) ,  Kepala
Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas
a. menyusun rencana  operasional d i  l ingkungan B a d

berdasarkan p rogram k e r j a  B i d a n g  Infrastruktur d a n
Kewilayahan ser ta  petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas  kepada bawahan d i  lingkungan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien:

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada ba
lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilay
prosedur dan  ketentuan a n g  berlaku agar
kesalahan dalam pelaksanaan tugas,

d menvelia pelaksanaan tugas bawahan di lingku
Infrastruktur d a n  Kewilayahan secara
prosedur dan ketentuan yang berlaku
kinerja yang diharapkan:

(31
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e. mengoordinasikan penyusunan  d o k u m e n  perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD clan RKPD) sesuai
prosedur d a n  ketentuan y a n g  ber laku  d a l a m  rangka
sinkronisasi d a n  harmonisasi penyusunan perencanaan
pembangunan daerah;

f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi p e n y u s u n a n  perencanaan pembangunan
daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD.
terkait RPJPD, RPJMD d a n  RKPD sesuai prosedur d a n
ketentuan y a n g  ber laku  sebagai  b e n t u k  pelaksanaan
kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah
Daerah dan DPRD;

j. mengoordinasikan sinergitas d a n  harmonisasi  keg ia tan
perangkat daerah sesuai prosedur yang  ber laku d a l a m
rangka pencapaian hasil kegiatan yang akuntabel;

k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga d i  provinsi dan kabupaten
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
pencapaian target pembangunan nasional;

1. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusa t
untuk prioritas nasional;

m. mengoordinasikan pe laksanaan  kesepaka tan  b e r s a m a
kerjasama an ta r  daerah sesuai ketentuan yang  ber laku
dalam rangka  mewujudkan proses pembangunan y a n
berkelanjutan;

n, mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai  prosedur d a n  ketentuan y a n g
berlaku dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang efektif
dan efisien;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan d i  l ingkungan
Bidang In f ras t ruk tu r  d a n  Kewi layahan d e n g a n  c a r a
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang te lah d i l a k s a n a k a n  sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

P. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur
dan Kewi layahan s e s u a i  d e n g a n  t u g a s  y a n g  t e l a h
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

q melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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Paragraf 1
Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 16

(1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1
diPimPin olehseorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1 mempunyai
tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan
dokumen pembangunan daerah  (RPJPD, RPJMD, RKPD,
RENSTRA d a n  RENJA)  d i  b i d a n g  In f rast ruktur  d a n
Kewilayahan 1.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);
d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD;
e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah;
f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi  l a i n  yang diberikan pimpinan yang
herkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat  (2) d a n  ayat  (3), Kepala Sub Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan kegiatan S u b  Bidang Infrastruktur d a n

Kewilayahan I  berdasarkan p r o g r a m  k e r j a  B i d a n g
Infrastruktur d a n  K e w i l a y a h a n  s e b a g a i  p e d o m a n
pelaksanaan tu gas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  masing-masing u n t u k  ke lancaran
pelaksanaan t u g a s  S u b  B i d a n g  In f ras t ruk tur  d a n
Kewilayahan I;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan I  sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
memeriksa h a s i l  k e r j a  bawahan p a d a  S u b  Bidang
Infrastruktur d a n  Kewilayahan I  sesuai prosedur d a n
ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

d.
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e rnenyusun rancangan  c lokumen rencana  pembangunan
daerah (RPJPD,RPJMD, dan RRPD) sesuai ketentuan .nanang
berlaku s e b a g a i  p e d o m a n  p e n y u s u n a n  p e r e n c a
pembangunan daerah;
melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Ke r ja  Perangkat Dae rah  sesua i  prosedur  d a n
ketentuan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  in tegras i  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan,
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah,

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPI), RPJMD
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan s inerg i tas  d a n  harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis  perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai ketentuan yang  berlaku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan  D P R D
terkait A P B D  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan baik;

l merencanakan s i n e r g i t a s  d a n  h a r m o n i s a s i  k e g i a t a n
perangkat daerah sesuai  prosedur yang ber laku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional  sesuai prosedur yang ber laku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah d i  bidang pembangunan sesuai prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
lnfrastruktur d a n  K e w i l a y a h a n  I  d e n g a n  c a r a
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas y a n g  te lah  d i l a k s a n a k a n  sebagai bahan  laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pe laksanaan  h a s i l  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Infrastruktur dan Kewilayahan I  sesuai dengan tugas yang
telah di laksanakan secara berkala sebagai akuntabi l i tas
kinerja dan  acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa
mendatang; dan

q. melalcsanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II

Pasal 17

(1) Sub Bidang Infrastruktur  dan  Kewilayahan I I  dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mernpunyal
tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan

imp
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dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD,
RENSTRA d a n  R E N A  d i  b idang Infrastruktur d a n
Ke‘Nilayahan II.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagatmana dimaksud pada
avat (2), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I I
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Dacra

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;
penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah.
pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusuna
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD d
RKPD);
perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;
perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;
perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat  un tuk
prioritas nasional; dan

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan.

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaiman
dimaksud pada ayat  (2) d a n  aya t  (3), K e p a l a  S u b  Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan 11 mempunyai uraian tugas:

merencanakan keg ia tan  S u b  B idang  In f ras t ruk tu r  d a n
Kewilayahan 1 1  be rdasa rkan  p r o g r a m  k e r j a  B i d a n g
Infrastruktur d a n  K e w i l a y a h a n  s e b a g a i  p e d o m a n
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas da
tanggung j a w a b  m a s i n g - m a s i n g  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan t u g a s  S u b  B i d a n g  l n f r a s t r u k t u r  d a n
Kewilayahan II;

c membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan I I  sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

d. memeriksa h a s i l  k e r j a  b a w a h a n  p a d a  S u b  B i d a n g
Infrastruktur d a n  Kewi layahan I I  sesua i  prosedur  d a n
ketentuan yang berlaku agar terhindar dan kesalahan:

e menyusun rancangan  d o k u m e n  rencana  pembangunan
daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang
berlaku s e b a g a i  p e d o m a n  p e n y u s u n a n  p e r e n c a n a n
pembangunan daerah;

f melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Ke r j a  Perangkat Daerah  sesua i  prosedur  d a n
ketentuan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  i n t e g r a s i  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebtjakan.
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

c.

P.

f.

h.

a.
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g merencanakan pe laksanaan M u s r e n  bang (p),,j),1 ),
dan R O D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k  ti i i g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dart etisien ,

h. merencanakan pe laksanaan  s m e r g a a s  ( I a n  h a r m , a
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang bellaktt R
pelaksanaannya berjalan efelctif dan efisten;
menvusun konsep  pembinaan t e k n  is ' l e i  encanaan kci):1(
perangkat daerah sesua i  k e t e n t u a n y a n g  ber laku  aelnagat
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
melakukan kesepakatan dengan DPRD terka i t  pf•nyusl inan
dokumen rencana pembangunan daerah (HPJP1), RPJM1)
RKPD) sesuai prosedur d a n  ke ten tuan  yang  ber laku (181w/I
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan p e l a k s a n a a n  k e s e p a k a t a n  d e n g a n  D P R D
terkait A P B D  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g
pelaksanaannya terencana dengan baik;

1. merencanakan s i n e r g i t a s  d a n  h a r m o n i s a s i  k e g i a t a n
perangkat dae rah  sesua i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  s e b a g g i
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusa t  u n t u k
prioritas nas iona l  sesua i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  sebaga i
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan hersama kerjasama
antar daerah d i  b idang pembangunan sesuai prosedur  yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
lnfrastruktur d a n  K e w i l a y a h a n  1 1  d e n g a n  c a r a
membandingkan an ta ra  rencana operasional dengan tugas-,
tugas y a n g  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  sebaga i  b a h a n  l a p o r a
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan p e l a k s a n a a n  h a s i l  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
lnfrastruktur dan Kewilayahan I1 sesuai dengan tugas  yang
telah d i l aksanakan  s e c a r a  b e r k a l a  sebaga i  a k u n t a b i l i t a s
kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang;
dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh p impinan ba ik
lisan maupun tertul is.

berlaku a g a r

Paragraf 3
Sub Bidang Inf rastruktur  dan Kewilayahan 111

Pasal 18

(1) Sub B idang  l n f r a s t r u k t u r  d a n  Kewi layahan I I I  d i p i m p i n  o leh
seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala S u b  B i d a n g  I n f r a s t r u k t u r  d a n  K e w i l a y a h a n  I I I
mempunyai t u g a s  p o k o k  m e l a k s a n a k a n  a n a l i s a  d a n
penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD, RENSTRA d a n  RENJA) d i  b idang ln f ras t ruk tur
dan Kewilayahan 11.

(31 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub  Bidang ln f ras t ruk tu r  dan Kewilayahan 111
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan r a n c a n g a n  d o k u m e n  r e n c a n a  pernbangui lan

daerah (RPJPD,RP,IMD, dan RKPD);

Amimmumh
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I

b pelaksanaan anal is is  Rencana Strategis Perangkat
than Rencana Kerja Perangkat Daerah:

c perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD. RPJMD
RKPD1:

d perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTR
Daerah dan RPJMD:

e_ penyusunan konsep pembinaan teknts  perencanaan ke
perangkat daerah.
pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t  penvusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJNID dan
RKPD1:

0 perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD:

h perencanaan sinergitas dan harmonisasi  kegiatan perangkat
daerah:
perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusa t  u n t u k
prioritas nasional:
perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama ker jasama
antar daerah di bidang pembangunan: dan

k. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh p imp inan  yang
berkaitan dengan tugasnya.

Cntuk menvelenggarakan tugas pokok dan fungsi  sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  (21 d a n  a y a t  (31. K e p a l a  S u b  B i d a n g
Infrastruktur dan Kewilayahan 111 mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan keg ia tan  S u b  B i d a n g  I n f r a s t r u k t u r  d a n

Kewilayahan I I I  b e r d a s a r k a n  p r o g r a m  k e r j a  B i d a n g
Infrastruktur d a n  K e w i l a y a h a n  s e b a g a i  p e d o m a n
pelaksanaan tugas:

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas  d a n
tanggung j a w a b  m a s i n g - m a s i n g  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan t u g a s  S u b  B i d a n g  l n f r a s t r u k t u r  d a n
Kewilayahan III;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub  B idang
lnfrastruk-tur dan Kewilayahan I I I  sesuai dengan tugas  dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tert ib
dan lancar:

d. memeriksa h a s i l  k e r j a  b a w a h a n  p a d a  S u b  B i d a n g
Infrastruktur d a n  Kewi layahan I I I  s e s u a i  p r o s e d u r  d a n
ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan:

e menyusun  r a n c a n g a n  d o k u m e n  r e n c a n a  p e m b a n g u n a n
daerah (RPJPD.RPJMD, d a n  RKPD) sesuai  ketentuan yang
berlaku s e b a g a i  p e d o m a n  p e n y u s u n a n  p e r e n c a n a n
pembangunan daerah:

f me lakukan  analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana K e r j a  Perangkat  D a e r a h  s e s u a i  p r o s e d u r  d a n
ketentuan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  i n t e g r a s i  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan,
serta pembinaan dan pengaw asan pembangunan daerah:

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD. R P J M D
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaanm a berjalan etektif dan efisien :

h merencanakan pe laksanaan  s inerg i tas  d a n  h a r m c -
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berld:..:
pelaksanaannva berjalan efektif dan efisien.
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menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait A P B D  s e s u a i  p rosedur  y a n g  ber laku  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan baik;

I. merencanakan s inerg i tas  d a n  harmonisas i  keg ia tan
perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi pe laksanaan k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
lnfrastruktur d a n  Kewi layahan I I I  d e n g a n  c a r a
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan h a s i l  kegiatan S u b  B idang
Infrastruktur dan Kewilayahan III sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas
kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa
mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Pasal 19

(1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala B i d a n g  perekonomian d a n  s u m b e r  d a y a  a l a m
mempunyai t u g a s  p o k o k  melaksanakan pengoordinasian
penyusunan dokumen  perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA d a n  RENJA) d i  bidang
perekonomian dan sumber daya alam.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian p e n y u s u n a n  d o k u m e n  perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
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e pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD;
pengoordinasian sinergi tas d a n  harmonisasi kegiatan
perangkat daerah;

g. p  p e l a k s a n a a n  sinergitas dan  harmonisasi
to

kegiatan Kementenan/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusa t

untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian pe laksanaan  kesepakatan  b e r s a m a

kerjasama antar daerah;
J. pengoordinasian pembinaan tekn is  perencanaan kepada

perangkat daerah; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud p a d a  a y a t  ( 2 )  d a n  a y a t  (3 ) ,  Kepala B idang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana operasional d i  l ingkungan Badan

berdasarkan program ke r j a  B idang Perekonomian d a n
Sumber Daya A l a m  ser ta  petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan d i  l ingkungan
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan
tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan d i
lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar t idak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam secara berkala sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan dokumen  perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai
prosedur d a n  ketentuan y a n g  ber laku da lam rangka
sinkronisasi d a n  harmonisasi penyusunan perencanaan
pembangunan daerah;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi penyusunan  perencanaan pembangunan
daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan  RKPD sesuai prosedur dan
ketentuan y a n g  ber laku  sebagai ben tuk  pelaksanaan
kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemenntah
Daerah dan DPRD;
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mengoordinasikan sinergitas d a n  harmonisasi kegiatan
perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku dalam
rangka pencapahan hasil kegiatan yang akuntabel;

k mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementenan/Lembaga d i  provinsi dan kabupaten
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
pencapaian target pembangunan nasional;
mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas nasional;

m mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar  daerah sesuai ketentuan yang berlaku
dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang
berkelanjutan;

n. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai prosedur dan  ketentuan yang
berlaku dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang efektif
dan efisien;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan d i  lingkungan
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah d i laksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. menvusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Sub bidang Perekonomian dan SDA I

Pasal 20

(1) Sub bidang Perekonomian dan SDA I  dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
mempunyai t u g a s  p o k o k  melaksanakan a n a l i s a  d a n
penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang perekonomian
dan SDA I

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),  Kepala S u b  b idang Perekonomian d a n  SDA I
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);
d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD;
e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah;
I pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan

dokumen rencana pembangunan.iop,r2h 1RRIPD. RPJMD dan
Dipindai dengan CamScanner



r RKPD);
g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;
h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

daerah;
i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional;
perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan  ayat  (3), Kepala Sub  bidang
Perekonomian dan SDA I mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub bidang Perekonomian dan SDA I

berdasarkan program k e r j a  B idang Perekonomian d a n
Sumber Daya Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  masing-masing u n t u k  ke lancaran
pelaksanaan tugas Sub bidang Perekonomian dan SDA I;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub bidang
Perekonomian dan SDA I sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tert ib dan
lancar;

d. memeriksa has i l  k e r j a  bawahan p a d a  S u b  b idang
Perekonomian dan SDA I  sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang
berlaku sebaga i  p e d o m a n  penyusunan  perencanan
pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur d a n
ketentuan y a n g  ber laku da lam rangka integrasi d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan,
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas d a n  harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait A P B D  sesua i  p rosedur  y a n g  be r laku  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan baik;
merencanakan s inerg i tas  d a n  harmonisasi  keg ia tan
perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

r
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r prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama keriasama
antar daerah di  bidang pembangunan sesuai prosedur yang

o. mengevaluasi k e g i a t a n
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

pelaksanaan S u b bidangPerekonomian d a n  SDA I  dengan cara  membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan h a s i l  keg ia tan S u b  b idang
Perekonomian dan SDA I  sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang;
dan

q, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan balk
lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bidang Perekonomian dan SDA 11

Pasal 21

(1) Sub Bidang Perekonomian dan SDA I I  dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Perekonomian dan SDA 11 mempunyai tugas
pokok melaksanakan anal isa d a n  penyusunan rancangan
dokumen pembangunan daerah  (RPJPD, RPJMD, RKPD,
RENSTRA, dan RENJA) di bidang perekonomian dan SDA II.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (2),  Kepala S u b  Bidang Perekonomian d a n  S D A I I
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);
d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD;
e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah;
f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

h perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangka
daerah;

i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untu
prioritas nasional;

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan; dan

k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.
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r (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehagaimana
dimaksud pada aya t  (2 )  d a n  (3) ,  Kepala S u b  Bidang
Perekonomian clan SDA 11 mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan SDA

11 berdasarkan program ker ja  Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam sehagai pedoman pelaksanaan tugas;

b membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  mas ing-mas ing  u n t u k  ke lancaran
pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian dan SDA 11;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Perekonomian dan SDA 11 sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tert ib dan
lancar;

d. memeriksa h a s i l  k e r j a  bawahan p a d a  S u b  B idang
Perekonomian dan SDA 11 sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang
berlaku s e b a g a i  p e d o m a n  p e n y u s u n a n  pe rencanan
pembangunan daerah;

f melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Ker ja  Perangkat Daerah sesuai prosedur d a n
ketentuan y a n g  ber laku  d a l a m  rangka  integrasi  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan,
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas d a n  harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait A P B D  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan baik;

1. merencanakan s i n e r g i t a s  d a n  harmon isas i  k e g i a t a n
perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama keijasama
antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

0. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Perekonomian clan S D A I I  dengan cara  memhandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sehagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
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p melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perekonomian
clan SDA 11 sesuai dengan tugas yang telah dilaarlksanacaukaann
secara berkala sebagai akuntabi l i tas k iner ja  d
penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatapnigm; dan
nq. e laksanakan  tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bidang Perekonomian dan SDA 111

Pasal 22

1

(1) Sub Bidang Perekonomian dan SDA II I  dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang.

(2) Repala Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I I I
mempunyai t u g a s  p o k o k  m e l a k s a n a k a n  a n a l i s a  d a n
penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di  bidang perekonomian
dan SDA 111,

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Kepala Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam 111 menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);
d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD;
e penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah;
f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat un tuk
prioritas nasional;

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  (2)  d a n  a y a t  (3), Kepala S u b  bidang
Perekonomian d a n  Sumber Daya Alam I I I  mempunyai uraian
tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan SDA

IIl berdasarkan program ker ja  Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  m a s i n g - m a s i n g  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian dan SDA 111;

Perangkat Daerah
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rnembimbing pelaksanaan tugas bawahan pada sub Ii idafirc
Perekonomian dan SDA 111 sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar  pekerjaan berjalan tert ih dan

pada S u b  ' W a n g
lancar;

ci memeriksa h a s h  I k e r j a  b a w  Ethan
Perekonomian clan SDA I I I  sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menvusun rancangan d o k u m e n  rem:arta pembangunan
daerah (RPJPD,RPJMD, dan  RKPD) sesuai ketentuan Yang
berlaku s e b a g a i  p e d o m a n  p e n y u s u n a n  p e r e n t a n a n
pembangunan daerah;
melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan'
Rencana Ke r j a  Perangkat Daerah  sesua i  prosedur d a n
ketentuan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  in tegras i  d a n
sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebtjakan,
serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan R K P D )  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan s inergi tas d a n  harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar
pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;
menvusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan  D P R D
terkait A P B D  s e s u a i  p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  a g a r
pelaksanaannya terencana dengan baik;

1. merencanakan s i n e r g i t a s  d a n  h a r m o n i s a s i  k e g i a t a n
perangkat daerah sesuai  prosedur yang ber laku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional  sesuai  prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah d i  bidang pembangunan sesuai prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B i d a n g
Perekonomian d a n  S D A I l l  dengan cara  membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pe laksanaan  h a s i l  keg ia tan  S u b  B i d a n g
Perekonomian dan SDA I I I  sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang;
dan

q melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

i
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Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 23

(1) Bidang Penelitian d a n  Pengembangan dipimpin oleh seorang

(21 IK;eepPaallaa BBiiddaanngg. Penelitian dan Pengembangan memPutwai tugas
pokok melaksanakan perumusan kebijakan t e p e n g k a ) t a n ,
penelitian, fas i l i tas i  s e r t a  koordinasi  d ib idan

kngis,
pelaksanaan

penelitian dan pengembangan daerah di  lingkungan Pemerintah
(3) DDaaelarnaih.

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
avat ( 2 ) ,  K e p a l a  B i d a n g  Penel i t ian  d a n  Pengembangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan

pengembangan daerah;
b. penyusunan perencanan program dan  anggaran penelitian

dan pengembangan daerah;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah:
d. pelaksanaan p e n g k a j i a n  k e b i j a k a n  l i n g k u p  u r u s a n

pemerintahan daerah;
e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. pemantauan, eva luas i  d a n  pelaporan a t a s  pelaksanaan

penelitian dan pengembangan daerah:
g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan

pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten: dan
h. pelaksanaan administ ras i  penel i t ian d a n  pengembangan

daerah.
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada avat (2) dan ayat (3). Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:
a. menvusun r e n c a n a  operasional  d i  l i ngkungan  B a d a n

berdasarkan p r o g r a m  k e r j a  B i d a n g  Pene l i t i an  d a n
Pengembangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan t u g a s  kepada bawahan d i  l ingkungan
Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien:

c. memberi petun juk  pelaksanaan tugas kepada bawahan d i
lingkungan B idang  Penelitian d a n  Pengembangan sesuai
prosedur d a n  ketentuan yang  berlaku agar t idak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di  lingkungan
Penelitian dan Pengembangan secara berkala sesuai pro
dan ketentuan yang berlaku untuk  mencapai target kinena
yang diharapkan;

e. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang
penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan peraturan
yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan:

f. melaksanakan penyusunan  perencanaan program d a n
anggaran penel i t ian d a n  pengembangan daerah
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
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g.melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam formulas;
pelaksanaan pe rencanaan ,  r u m u s a n  keb i j akan ,  s e n a
pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

h. melaksanakan p e n g k a j i a n  k e b i j a k a n  l i n g k u p  u r u s a n
pemerintahan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku
untuk m e n g e t a h u i  t i n g k a t  kebe rhas i l an  pe laksanaan
kebijakan/prograrn pembangunan daerah;

i. rnemfasil itasi d a n  melaksanakan inovasi  daerah s e s u a i
ketentuan y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  pengembangan
daerah;

J. mengoordinasikan d a n  mensinkronisasikan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan l ingkup pemerintah kabupaten
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terintegrasi
secara optimal;

k. melaksanakan administrasi  peneli t ian d a n  pengembangan
daerah kabupaten sesua i  p rosedur  yang  ber laku da lam
rangka tertib administrasi;

I. mengevaluasi pelaksanaan t ugas  bawahan d i  l ingkungan
Bidang Pene l i t i an  d a n  Pengembangan d e n g a n  c a r a
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas y a n g  te lah  d i l a k s a n a k a n  sebagai bahan  laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

m menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan
Pengembangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Paragaf 1
Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 24

(1) Sub Bidang Sosial dan  Pemer intahan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
fasilitasi d a n  evaluasi  pelaksanaan kegiatan penelit ian d a n
pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan di lingkungan
pemerintah daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 ) ,  K e p a l a  S u b  b i d a n g  Sos ia l  d a n  Pemerintahan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis,

program, d a n  anggaran penelit ian d a n  pengembangan d i
bidang social dan  pemerintahan yang rneliputi aspek-aspek
yaitu sos ia l ,  pendid ikan,  kebudayaan, kepemudaan d a n
olahraga, par iw isa ta ,  per l indungan a n a k ,  pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi
kependudukan d a n  pencatatan sipi l ,  transmigrasi, tenaga
kerja, pemberdayaan masvaraka t  d a n  desa ,  penataan
kelembagaan desa,  ketatalaksanaan desa, aparatur desa,
keuangan d a n  asset desa, partisiPasi masyarakat, Badan
Usaha M i l i k  Desa,  otonorm daerah. pemerintah umurn.
kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reforrnasi bit-okras'.
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I) penviapan bahan pelaksanaan penelitian dan pendi h i d a n g  sosial (tall p e i n e m  rtahan yang  meliputigen pgeakn_

aspek ya in i  sosial ,  pendid ikan,  kebudayaan, kepemudaan
dan olahraga, pariwisata, perl indungan anak,  pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi
kependudukan d a n  pencatatan s ip i l ,  transmigrasi, tenaga
kerja, pemberdayaan rnasyaraka t  d a n  d e s a ,  pena taan
kelembagaan desa,  ketatalaksanaan desa,  apara tu r  desa,
keuangan d a n  a s e t  desa,  par t is ipas i  masyarakat,  Badan
Usaha M i l i k  Desa, o tonomi  Daerah, Pemerintahan umum,
kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi,
ketentraman, k e t e r t i b a n  u m u m  d a n  p e r l i n d u n g a n
masyarakat.

c. penyiapan b a h a n  pe laksanaan pengka j ian  keb i j akan  d i
bidang sosial dan  pemerintahan yang meliputi  aspek-aspek
yaitu sos ia l ,  pendid ikan,  kebudaayaan, kepemudaan d a n
olahraga, pa r iw i sa ta ,  p e r l i n d u n g a n  a n a k ,  pengendal ian
penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi
kependudukan d a n  pencatatan s ip i l ,  transmigrasi,  tenaga
kerja, pemberdayaan m a s y a r a k a t  d a n  d e s a ,  p e n a t a a n
kelembagaan desa,  keuangan d a n  asset  desa, part is ipasi
masyarakat, B a d a n  U s a h a  M i l i k  Desa, O tonomi  Daerah,
pemerintahan u m u m ,  k e l e m b a g a a n ,  ke ta ta laksanaan ,
aparatur, r e f o r m a s i  b i r o k r a s i ,  ketenteraman,  ke te r t i ban
umum dan perlindungan masyarakat;

d. penyiapan b a h a n  pemantauan ,  eva luas i  d a n  pe laporan
pelaksaan penelitian dan pengembangan di bidang social dan
pemerintahan y a n g  m e l i p u t i  aspek-aspek y a i t u  sos ia l ,
pendidikan, k e b u d a y a a n ,  k e p e m u d a a n  d a n  o l a h r a g a ,
pariwisata, perl indungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, kesehatan, admini trasi  kependudukan
dan p e n c a t a t a n s i p i l ,  t r a n s m i g r a s i ,  t e n a g a  k e r j a ,
pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan
desa, ketatalaksanaan desa, aparatur  desa, keuangan dan
aset desa, part isipasi masyarakat, Badan Usaha Mil ik Desa,
otonomi d a e r a h ,  p e m e r i n t a h a n  u r n u r n ,  ke lembagaan,
ketatalaksanaan, aparatur,  reformasi birokrasi, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

e peny iapan  b a h a n  koord inas i  d a n  s inkronisasi  pelaksaan
penelitian d a n  pengembangan pemerintah daerah dibidang
sosial d a n  pemer in tahan y a n g  mel iput i  aspek-aspek ya i tu
sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
pariwisata, per l indungananak,  pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan
dan p e n c a t a t a n  s i p i l ,  t r a n s m i g r a s i ,  t e n a g a k e r j a ,
pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan
desa, ketatalaksanaan desa, apara tur  desa, keuangan dan
asset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa.
otonomi d a e r a h ,  p e m e r i n t a h a n  u m u m ,  ke lembagaan.
ketatalaksanaan aparatur,  reformasi birokrasi, ketentraman.
ketertiban u m u m  dan perlindungan masyarakat;

1. peny iapan  b a h a n  p e r u m u s a n  rekomendasi a t a s  rencana
penetapan p e r a t u r a n  B a r u  d a n / a t a u  eva luas i  te rhadap
pelaksanaan peraturan dibidang sosial dan pemerintahan;
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V g pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, se r t  pelaksaar,
pengkajian peraturan dibidang sosial dan pemenntahan.

h. pelaksanaan Fasil itasi pemberian rekomendasi penelitian
bagi warga Negara asing untuk diterbitkannva xzrn penelitian
oleh instansi yang berwenang;
pelaksanaan pengelolaan administrasi  d a n  r a t a  usaha
pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial
dan pemerintahan;dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

t4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Sosial
dan Pemerintahan mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemenntahan

berdasarkan p r o g r a m  k e r j a  B i d a n g  Penel i t ian  d a n
Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung j a w a b  mas ing-mas ing  u n t u k  k e l a n c a r a n
pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

c membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang
Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan herjalan ter t ib dan
lancar;

d memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Sosial dan
Pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan Yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan:

e. menyiapkan b a h a n  perumusan penvusunan keb i jakan
teknis. program, dan anggaran penelitian dan pengembangan
di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek
yaitu sosial, pendidikan. kebudayaan. kepemudaan d a n
olahraga, pariwisata, perl indungan a n a k .  pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi
kependudukan dan  pencatatan sipil, transmigrasi. tenaga
kerja. pemberdayaan masyarakat d a n  desa,  penataan
kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa. aparatur desa,
keuangan dan  asset desa, partisipasi masvarakat, Badan
Usaha M i l i k  Desa, otonomi daerah, pemerintah umum,
kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi.
ketentraman, k e t e r t i b a n  u m u m  d a n  pe r l i ndungan
masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan pimpinan dalam perumusan kebijakan;

1 menyiapkan b a h a n  p e l a k s a n a a n  p e n e l i t i a n  d a n
pengembangan d i  b i d a n g  sosial dan pemerintahan yang
meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan.
kepemudaan dan olahraga, pariv.isata, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan,
administrasi k e p e n d u d u k a n  d a n  penca ta tan  s i p i l ,
transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan
desa, penataan kelembagaan desa. ketatalaksanaan desa,
aparatur desa ,  keuangan d a n  a s e t  desa,  part isipasi
masyarakat, Badan Usaha M i l i k  Desa, otonomi Daerah.
Pemerintahan u m u m .  kelembagaan. ketatalaksanaan.
aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman. keternban umum
dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan y bedaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
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bijakanpeligkapan k
ilnhan yang melipunaPspek-aspekdi

wd;aryaan, Iwpemudaan clan
hi/Liar •.w:i;i1 p e m e r i t

pengendalian
pcndidikait, ke l

idungan a n a k ,
kesehatan, administrasi

iwiaala, p e l I n
(Ian keltiarga heicticana,

don pencivalaii sipi l ,  transmigrasi, tenaga
pf• I C  ( Yi l l  I l i a s y m ; i k a t  ( I n n  desa,  penataan

keinti,gfin dan  ;Asset desa, partisipasi
Desa, Otonomi Daerah,Kula,' (Naha Mi l i k

ketatalaksanaan,pcmciinkihan w a w a ,  kelembagaan,
Iniokrasi, ketenteraman, ketertihan

minim Alan l u n g a n  masyarakat sesuai ketentuan yang
berlaku selmv.ai prdornan pelaksanaan pengkajian;
menviapkan baltan pentantauan, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanasan penelitian dan pengembangan di bidang sosial
(Ian peinerintahaii yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial,
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan d a n  olahraga,
pariwisala, perliiidungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga bereucana, kesehatan, adminitrasi kependudukan
d;in penca ta tan  s i p i l ,  t ransmigrasi ,  t e n a g a  k e r j a ,
prinberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan
de;;;A, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan

desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa,
olonomi d a e r a h ,  pemerintahan u m u m ,  kelembagaan,
ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman,
ketertihan u m u m  d a n  perlindungan masyarakat sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang
sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu
sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan
dan penca ta tan  s i p i l ,  t ransmigrasi ,  t e n a g a  k e r j a ,
pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan
desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan
aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa,
otonomi d a e r a h ,  pemerintahan u m u m ,  kelembagaan,
ketatalaksanaan aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman,
ketertihan u m u m  d a n  perlindungan masyarakat sesuai
prosedur dan  ketentuan yang berlaku un tuk  kelancaran
pelaksanaan tugas;
menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana
penetapan peraturan b a r u  dan /a tau  evaluasi terhadap
pelaksanaan peraturan dibidang sosial dan pemerintahan
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai informasi dan bahan
pertimbangan pimpinan dalam perumusan kebijakan;

k mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksaan
pengkajian peraturan dibidang sosial dan  pemerintahan
sesuai ke ten tuan  y a n g  ber laku  sebagai pelaksanaan
ddkumenta,-;i;
melakukan tasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi
warga Negaia asing sesuai ketentuan yang vnagberlaku untuk
chterhiikanitva izin penelitian oleh inst an.s berwenang:
rnelakukan pengelolaan administrasi 'ng dan tata usaha
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial
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clan pemenntahan seSURI
herlaku dalam rangka tertib a

n mengevaluasi pelaksanaan kegiatan g u b

operasional dengan tugas-tugas i l n g  tela
Pemerintahan dengan cara rnernbanding

diiaksanaksebagai bahan l a r m a n  kegiatan d a n  perbaikan k ineok
masa sang akan datang,

0 melaporkan pelaksanaan hasi l  kegiatan Sub  Bidang
clan Pemer in tahan s e s u a l  d e n g a n  t u g a s  v a n g  t e l :
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabil i tas kmer)
dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa men
dan

p melaksanakan tugas lain fang  diberikan oleh pimpinan baik
!man maupun tertulis

Paragraf 2
Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 25

(1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala S u b  Bidang Ekonomi d a n  Pembangunan mempunvai
tugas p o k o k  melaksanakan peny iapan b a h a n  perumusan
kebijakan, f a s i l i t a s i  d a n  eva luas i  pe laksanaan k e g i a t a n
penelitian d a n  pengembangan d i  b i d a n g  e k o n o m i  d a n
pembangunan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Sub bidang ekonomi dan pembangunan
mmenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis,

program d a n  anggaran peneli t ian d a n  pengembangan d i
bidang konomi  d a n  pembangunan yang  mel iput i  aspek-
aspek ya i tu  penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan
menengah,perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Mi l ik
Daerah, p a n g a n ,  pe r tan ian ,  k e l a u t a n  d a n  per ikanan.
lingkungan h i d u p ,  kehutanan,  energi  d a n  sumber  dava
mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman,
penataan r u a n g ,  p e r t a n a h a n ,  p e k e r j a a n  u m u m .
perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-
aspek ya i tu  penanaman modal.  koperasi. usaha kecil dan
menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Mil ik
Daerah, p a n g a n ,  p e r t a n i a n ,  k e l a u t a n  d a n  per ikanan,
lingkunganhidup, kehu tanan ,  energ i  d a n  s u m b e r  d a y a
mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman,
penataan r u a n g ,  p e r - t a n a h a n .  p e k e r j a a n  u m u m ,
perhubungan, komunikasi dan informatika:
penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dr bidang ekonomi
dan pembangunan  y a n g  m e l i p u t i  aspek-  a s p e k  y a i t u
penanaman modal ,  koperasi. usaha keci l  dan menengah.
Perindustrian ,  perdagangan. Badan Usaha Mi l i k  Daerah.
pangan, per tan ian,  ke lau tan  d a n  perikanan. l ingkungan
hidup, k e h u t a n a n ,  energy  c l a n  s u m b e r  d a y a  minera l ,
perkebunan, p e r u m a h a n  d a n  k a w a s a n  pe rmu luman.
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di bidange konomi dan pembangunan yang meliputi aspek-
aspek yaitu penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan
menengah,perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Mi l ik
Daerah, pangan ,  per tan ian ,  k e l a u t a n  d a n  per ikanan
lingkungan h idup ,  kehutanan,  energi d a n  sumber  d a y
mineral, perkebunan, perumahan dan kawasanpermukiman,, a
penataan r u a n g ,  p e r t a n a h a n ,  p e k e r j a a n umum,perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam
perumusan kebijakan;

f. menyiapkan b a h a n  p e l a k s a n a a n  p e n e l i t i a n  c l a n
pengembangan d i  bidang ekonomi dan pembangunan yang
meliputi aspek- aspek ya i tu  penanaman modal, koperasi,
usahakecil d a n  menengah,  per industr ian,  perdagangan;
Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber
daya m ine ra l ,  perkebunan,  pe rumahan  d a n  kawasan
permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum,
perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan pengkaj ian d i  b i dang
ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu
penanaman modal,  koperasi, usaha keci l  dan  menengah,
perindustrian, perdagangan, Badan Usaha M i l i k  Daerah,
pangan, per tanian,  ke lautan d a n  perikanan, l ingkungan
hidup, kehu tanan ,  energy  d a n  s u m b e r  d a y a  m inera l
perkebunan, p e r u m a h a n  d a n  k a w a s a n  pe rmuk iman ,
penataan r u a n g ,  p e r t a n a h a n ,  p e k e r j a a n  u m u m ,
perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan pengkajian;

h. menyiapkan b a h a n  pemantauan, evaluasi d a n  pelaporan
pelaksanaan pene l i t i an  d a n  pengembangan d i  b i d a n g
ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu
penanaman modal ,  koperasi, usaha kecil dan  menengah,
perindutrian, perdagangan, Badan  Usaha M i l i k  Daerah,
pangan, per tan ian,  ke lautan d a n  perikanan, l ingkungan
hidup, kehu tanan ,  energy  d a n  s u m b e r  d a y a  minera l ,
perkebunan, p e r u m a h a n  d a n  k a w a s a n  permuk iman,
penataan r u a n g ,  p e r t a n a h a n ,  p e k e r j a a n  u m u m ,
perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentu
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di  bidang
ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu
penanaman moda l ,  koperasi,  usahakecil  d a n  meneng
perindutrian, perdagangan, B a d a n  Usaha M i l i k  Daera
pangan, per tanian,  ke lau tan  d a n  perikanan, l ingkungan
hidup, kehu tanan ,  ene rgy  d a n  s u m b e r  d a y a  mineral ,
perkebunan, p e r u m a h a n  d a n  k a w a s a n  permuk iman,
penataan r u a n g ,  p e r t a n a h a n ,  p e k e r j a a n  u m u m ,
perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk  kelancaran pelaksanaan

menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana
penetapan peraturan Ba ru  d a n /  atau evaluasi  terhadap
pelaksanaan peraturan dibidang ekonomi dan pembangunan
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k. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan  sinkronisa
pelaksanaan penelitian clan pengembangan daerah, serta
fasilitasi d a n  penerapan d i  b idang inovasi dan  teknologi
sesuai k e t e n t u a n  y a n g  h e r l a k u  t i n t  uk mewu judkan
pelaksanaan peneli t ian d a n  pengembangan daerah yang
sinergi dan terintegrasi;

1. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi
hasil-hasil ke l i tbangan,  s e r t a  fas i l i tas i  h a k  kekayaan
intelektual sesuai ketentuan yang herlaku sebagai bahan
informasi dan penetapan kepemilikan HKI;

m. melakukan kegiatan u j i  c o b a  d a n  penerapan rancang
bangun /model replikasi dan  invensi sesuai prosedur dan
ketentuan y a n g  ber laku d i  b i d a n g  d i fus i  inovasi  d a n
penerapan teknologi;

n. mengelola administrasi dan  ta ta  usaha penerapan inovasi
dan teknologi dalam pengembangan daerah sesuai prosedur
dan k e t e n t u a n  y a n g  b e r l a k u  d a l a m  r a n g k a  t e r t i b
administrasi.

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang lnovasi dan
Teknologi dengan c a r a  membandingkan antara  rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah di laksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja d i
masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang lnovasi dan
Teknologi sesuai  dengan tugas  yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai akuntabil i tas kinerja dan  acuan
penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 27

(1) UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan
P emerintahan y a n g  bers i fa t  pelaksanaan d a r t  organisasi
induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta
tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan
kebijakan daerah.

(2) Berdasarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wilayah kerja UPTB dapat melampaui batas wilayah administrasi
kecamatan dalam daerahnYa dan t idak m e m b a w a h  U P T B

(3) UPTB berkedudukan y a n g  secara administrasi: teknis dan
lainnya.

operasional berada d i  bawah dan bertanggung jawab kepacia

(41 Pembentukan I J  B  d i tetapkan sesuai  dengan ketentuanKepala Dinas

peraturan perundang undangan.
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Raglan Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional, terd i r i  dar t  sejutnlah
Negeri Sip i l  dalam ienJang jabatan fungsional yang
tugas memberikan i le layanan fungsional  berdasarkan
keahlian dan keterampilan tertentu

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pa
(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fu
Badan sesuat dengan keahhan dan kebutuhann‘a

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
(2), kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian kegia
dan unsur  yang dini lai  d a l a m  pemberian angka kredit yang
ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(4) Kebutuhan J a b a t a n  F u n g s i o n a l  d i l i n g k u n g a n  b a d a n
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), d ia tu r  dan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan t e r h a d a p  K e l o m p o k  J a b a t a n  F u n g s i o n a l
dilingkungan D i n a s  di laksanakan sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan  bertanggung
jawab secara langsung kepada kepala badan.

BAB 111
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan t u g a s  s e t i a p  p i m p i n a n  organisasi  d a n
kelompok jabatan fungsional dil ingkungan badan dilakukan
dengan tata kerja yang berpedoman pada asas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri atas :
a asas  kepastian hukum;
h. asas tertib penyelenggaraan negara;
c. asas kepentingan umum;
d. asas keterbukaan;
e. asas proporsionalitas;
f. asas  profesionalitas;
g asas  akuntabilitas;
h asas efisiensi;
i. asas  efektifitas; dan
j. asas  keadilan.

(2) Pelaksanaan ta ta  ker ja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menerapkan prinsip koorclinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan Badan, antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah D a e r a h ,  s e r t a  dengan  ins tans i  l a i n  d i  l u a r
pemerintah daerah.

BAB IV
PEN DANAAN

Pasal 30
dibebankan p a d a

Pendanaan pe laksanaan  t u g a s  B a d a n
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
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(2) Pendanaan aebagannana
program dan kegiatan sea . 1  n

(3) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan t i n s  pokok dan r
Badan sesuai  dengan ketentuan peraturan
undangan

BAB
KETFA

Pasal 31
Dalam hal penempatan dan pengisian Jabatan Pimpinan Ting"? dan
Jabatan Administrator dilingkungan b a d a n  dilaksanakan
beniasarkan ketentuan r u n d a n g - u n d a n g a n
berlaku

BAB
KETENTUAN PERA

Pasal 32
Pejabat d i  l ingkungan B a d a n  Perencanaan. Pembangu
Penelitian dan Pengembangan Daerah yang chl
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tenta
Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Poso Tahun 2016 Nomor 47) masih tetap melaksanakan tugas
fungsin) a sampai dengan chlantiknya pejabat yang baru m
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

1 0

Pasal 33
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Pasal _
dengan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 20
Uraian Tugas. F'ungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Dee
kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinya
tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set.iap orang mengetahuinya. memerinta
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dal
Berita Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Paso

pada tanggal .14 juu
BUPATI POSO.'

t

Rl'

'11-46111111MROFTOM
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